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ABSTRAK

KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR)
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Nurroso
Program Studi [lmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika kekosongan hukum acara
yang mengatur secara rigid mengenai perkara permohonan (voluntair) dalam
kodifikasi kolonial HIR dan RBg. Kedua regulasi tersebut lebih menitikberatkan
pada perkara sengketa (conmtentiosa), sehingga ketiadaan standarisasi baku
mengakibatkan terjadinya disparitas penetapan hakim dan ketidakpastian hukum
dalam praktik peradilan, seperti pada permohonan penyamaan penulisan nama yang
berbeda pada dokumen hukum. Kondisi ini memaksa hakim melakukan penemuan
hukum (rechtsvinding) secara mandiri, yang jika tidak dibatasi dapat mencederai
asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh
melalui penelaahan draf undang-undang, Buku II Pedoman Teknis Mahkamah
Agung, serta literatur hukum terkait yurisdiksi voluntair. Analisis data dilakukan
secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji parameter batasan diskresi hakim dan
implikasi yuridis dari kekosongan norma formil tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah kekosongan aturan eksplisit
HIR/RBg, Asas lus Curia Novit (hakim dilarang menolak perkara) menjadi dasar
kewajiban konstitusional bagi hakim untuk tetap menerima, memeriksa, dan
memutus perkara permohonan melalui rechtsvinding. Namun, tindakan ini dibatasi
oleh parameter ketat di mana hakim menggunakan metode analogi konstruksi
hukum acara sebatas fungsi administratif, serta dilarang keras menciptakan norma
yang membebani atau menegasikan hak-hak keperdataan pihak ketiga yang tidak
dilibatkan dalam persidangan ex-parte. Oleh karena itu, unifikasi dan kodifikasi
regulasi khusus voluntair dalam RUU Hukum Acara Perdata nasional menjadi
urgensi yang krusial demi mewujudkan kepastian hukum yang seragam.

Kata Kunci: Perkara Permohonan; Penemuan Hukum; Kewenangan.



ABSTRACT

AUTHORITY TO ADJUDGE REQUEST CASES (VOLUNTARY) IN CIVIL
PROCEDURE LAW
Nurroso
Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

This research is motivated by the issue of the lack of procedural law that
strictly regulates voluntary applications in the colonial codifications HIR and RBg.
These regulations focus more on dispute cases (contentious), so the absence of
standard guidelines leads to disparities in judges' decisions and legal uncertainty
in court practices, such as in requests to standardize different name spellings on
legal documents. This situation forces judges to find the law (rechtsvinding)
independently, which, if not limited, can harm the principles of simple, fast, and
low-cost justice.

The research method used in this paper is normative legal research with a
statutory approach and a conceptual approach. Secondary data was obtained by
reviewing draft laws, Book II of the Supreme Court Technical Guidelines, and legal
literature related to voluntary jurisdiction. Data analysis was carried out
qualitatively and descriptively to examine the parameters of judicial discretion
limits and the legal implications of the absence of formal norms.

Research results show that in the absence of explicit HIR/RBg rules, the
principle of lus Curia Novit (judges are prohibited from dismissing cases) becomes
the constitutional basis for judges to be obliged to accept, examine, and decide
cases through rechtsvinding. However, this action is limited by strict parameters
where judges use the method of legal procedure construction analogy only as an
administrative function, and are strictly prohibited from creating norms that burden
or negate the civil rights of third parties not involved in ex-parte proceedings.
Therefore, the unification and codification of special voluntary regulations in the
national Civil Procedure Law bill is a crucial urgency to achieve uniform legal
certainty.

Keywords: Application Matters; Legal Findings, Authority.
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